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BAB  V 

PENUTUP 

5.1    Simpulan 

Pada Bab  V adalah penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan 

terdiri atas dua hal yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sebagaimana 

tertera dalam Bab Pertama. Uraian mengenai rumusan masalah pertama sudah 

penulis jelaskan dalam Bab III, dan uraian mengenai rumusan masalah kedua dan 

jawaban terhadap masalah juga sudah penulis paparkan dalam Bab Empat. 

Berikut kesimpulannya:  

1. Bahwa benar pelaksanaan eksekusi secara langsung bagi debitor yang

wanprestasi bisa langsung dilakukan oleh kreditor, dengan catatan

semua syarat dan ketentuan sudah dipenuhi.  Hal tersebut sesuai

dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015

tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan

Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini berisi pengaturan

mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia. Ketentuan aturan

tersebut merupakan turunan dari Undang Undang Nomor 42 tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal pelaksanaan eksekusi

jaminan fidusia, seharusnya melibatkan aparat kepolisian sebagaimana

ketentuan mengenai hal tersebut sudah ada dalam Peraturan Kapolri

Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Objek Jaminan Fidusia. Di

sinilah sebenarnya kekuatan eksekutorial pada perjanjian fidusia

berada, dengan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang –

Undang Nomor 42 Tahun 1999, Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun

2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015.

2. Kemudian dalam hal perlindungan terhadap konsumen, berdasarkan

kajian yang penulis lakukan bahwasanya dalam hal ini, kepentingan

konsumen atau debitor sama sekali belum terlindungi. Dikarenakan
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dalam pelaksanaan eksekui fidusia, pihak kreditor mengunakan jasa 

dari pihak ketiga ( Debt Collector ) yang dalam pelaksanaan eksekusi 

fidusia tersebut mengunakan cara – cara kekerasan yang  tidak jarang 

mengakibatkan debitor luka – luka bahkan sampai mengakibatkan 

korban jiwa debitor. Dan juga karena posisi dan kedudukan debitor 

yang lebih lemah. Lemah disini diartikan sebagai  debitor yang secara 

kedudukan finansial dan ekonomi berada dalam posisi yang lebih 

lemah dari kreditor. Di samping itu debitor juga berada dalam posisi 

yang membutuhkan, karena itulah debitor tanpa terlebih dahulu 

membaca kontrak dengan teliti dan kemudian langsung membubuhkan 

tanda tangan dalam perjanjian kredit pembiayaan yang diikuti 

perjanjian tambahan, dalam hal ini adalah perjanjian jaminan fidusia.  

Dalam praktiknya pelaku usaha dan atau kreditor telah menerapkan 

klausula baku dalam perjanjian kredit tersebut dengan Pasal Pasal 

yang memberatkan debitor.  

5.2    Saran  

Dalam hal saran, penulis akan menyampaikan dua buah saran di sini. 

Berikut saran yang penulis sampaikan. 

1. Bagi pelaku usaha sebaiknya memenuhi segala syarat dan ketentuan 

dalam aturan perundang undangan. Adanya perangkat hukum tersebut 

sama sekali bukan untuk menyulitkan para pelaku usaha, namun 

demikian untuk memberikan kepastian hukum dalam berbisbis. 

Kemudian dalam hal perjanjian objek Jaminan fidusia juga harus 

memberikan pemahaman yang jelas kepada debitor. Dalam hal 

pelaksanaan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia, pihak 

kreditor dalam pandangan penulis sebaiknya jangan menggunakan 

jasa pihak ketiga atau yang lazim dikenal dengan sebutan debt 

collector. Penulis menyarankan agar kreditor menggunakan jasa atau 

bantuan aparat kepolisian sebagaimana sudah ada ketentuannya dalam 
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Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Menang ketentuan aturan 

tersebut sangat birokratis, akan tetapi adanya aturan tersebut bertujuan 

untuk menjaga dan melindungi pihak kreditor dan debitor. Selain itu 

juga, seharusnya dalam Perkap Kapolri No.8 tahun 2011 tentang 

Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dicantumkan besaran biaya 

Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Fungsi dari pencantuman 

biaya tersebut agar para kreditor jelas mengenai biaya yang harus 

dikeluarkan dalam eksekusi jaminan fidusia dengan menggunakan 

Jasa Pengamanan dari Pihak Kepolisian. Dan juga untuk menghindari 

terjadinya korupsi pada saat Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia 

oleh aparat Kepolisian.  

2. Sebagai konsumen sebaiknya harus berpikir kritis dan cermat dalam 

membaca dokumen perjanjian yang disodorkan oleh kreditor. Peran 

dari lembaga lembaga perlindungan konsumen sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen juga 

harus terus melakukan pendidikan dan pengetahuan kepada 

masyarakat luas. Kemudian publikasi secara berkala mengenai 

kelakuan kreditor yang dianggap merugikan konsumen juga harus 

terus dilakukan. Tujuannya bukan untuk mendeskritkan kreditor 

melainkan sebagai bahan evaluasi agar dalam menjalankan praktik 

bisnis nya tidak melakukan tindakan perbuatan melawan hukum.  

Selanjutnya dalam hal di kemudian hari ditemukan atau adanya 

laporan kasus dari debitor kepada pihak kepolisian tentang praktik 

perampasan dengan kekerasan yang dilakukan kreditor atau pihak 

yang disewa oleh kreditor, maka aparat kepolisian harus bertindak 

cepat dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Tindakan tersebut amat 

penting, sehingga debitor yang berada dalam posisi lemah tidak 

menjadi korban dari tindakan dan perbuatan kreditor yang secara 

sewenang wenang. 
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Dan juga peran serta dari Pemerintah khususnya Otoritas Jasa 

Keuangan ( OJK ) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional harus 

lebih aktif dalam mengawasi dan membina para pelaku usaha 

khususnya dalam Perjanjian Fidusia agar kepentingan konsumen lebih 

diutamakan sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan yang 

berlaku. Serta jangan ragu untuk memberikan sanksi kepada para 

pelaku usaha yang menyalahi aturan dalam kegiatan usahanya.   
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